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ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting
untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditingkat nasional maupun daerah
faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan
infrastruktur Kota Malang. Fokus penelitian ini adalah peran Bappeda dalam
perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah Kota Malang serta mengetahui
faktor penghambat dan pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan
berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Bappeda Kota Malang merupakan pihak yang membentuk isu-isu

pembangunan sesuai masa kerjanya.

Kata kunci: Peranan, Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur Wilayah



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Rakyat Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tercantum dalam alinea
pembukaan UUD 1945, vyaitu perlindungan segenap bangsa Indonesia dan
pertumpahan darah seluruh Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pendidikan
kehidupan rakyat dan partisipasinya tentu dibutuhkan yang namanya rencana
pembangunan. Menurut Conyer dan Hills, perencanaan pembangunan adalah
proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan atau pilihan tentang alternatif

penggunaan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan.

Perencanaan pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita
dengan mengambil kebijakan yang dapat mengelola sumber daya secara efisien
dan efektif serta melibatkan semua pihak (administrasi dan masyarakat). Agar
perencanaan pembangunan dapat berjalan lancar, diperlukan peran serta
masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan untuk ikut membantu perencanaan pembangunan
tersebut. Sistem perencanaan pembangunan Indonesia tertuang dalam UU Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional No. 25 Tahun 2004.

Perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota/kota dilakukan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pemerintah Kota Malang
memiliki lembaga yang bertugas mengurus masalah perencanaan pembangunan
yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeda) Malang. Bappeda harus
berperan aktif, efektif dan efisien dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya
dalam menciptakan kerangka pembangunan daerah yang kuat untuk keberhasilan
pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran Bappeda sangat
strategis dalam menentukan arah politik pemerintah daerah di bidang perencanaan

pembangunan.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, Bappeda melaksanakan

proses musyawarah yang terkoordinir melalui Musrenbang dengan seluruh SKPD



di daerah. Perkembangan yang dimaksud bukan hanya perkembangan jasmani,
tetapi juga mencakup perkembangan rohani manusia. Perkembangan ini tidak
mungkin berjalan seperti yang diharapkan jika sistem manajemen tidak ditangani
dengan cara ini. Salah satu cara untuk meningkatkan adanya pembangunan
berkelanjutan adalah dengan memperkuat pembangunan infrastruktur, karena
pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sosial

dan politik daerah.

Pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebagai lembaga yang mengatur pelaksanaan pembangunan, tugas pokok
Bappeda sesuai dengan mandatnya adalah melakukan penelitian, perencanaan,
dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
daerah. Proses penentuan tindakan masa depan yang tepat melalui pilihan-pilihan,
dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sedangkan pembangunan
nasional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh bagian negara untuk

mencapai tujuan. negara.

Prasyarat untuk melaksanakan proses pembangunan yang baik adalah
perencanaan. Namun perencanaan tetap tidak berarti jaminan penuh bagi
keberhasilan pencapaian tujuan, sekalipun pelaksanaan kegiatan dimulai dengan
perencanaan yang matang, sering timbul pertanyaan yang dapat menghambat
pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut Adanya infrastruktur yang memadai
sangat penting dan menjadi bagian yang sangat penting dan esensial dari sistem

layanan sipil.

Infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendukung berbagai fungsi
ekonomi, industri, dan sosial suatu negara dalam masyarakat dan pemerintahan.
Infrastruktur dalam bentuk fisik yaitu transportasi, sanitasi, gedung dan fasilitas
publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di
bidang sosial dan ekonomi. (Grigg Mustafa 2012:26). Bappeda wajib
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara kompeten sesuai dengan standar

kewenangan yang ditetapkan, agar pelaksanaan rencana pembangunan dapat



berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Kota Malang menjadi daerah sasaran
penelitian ini. dikenal sebagai kota pendidikan, industri dan wisata. Sebagai kota
pendidikan, terlihat dengan banyaknya lembaga pendidikan seperti sekolah,
kampus universitas, lembaga pendidikan non formal atau kursus yang menunjang

keterampilan masyarakatnya.

Sektor industri sangat beragam, dari skala kecil hingga skala besar, dimana
pemerintah juga ikut serta dalam penyelenggaraan penataan perumahan yang ada
di kota Malang. Potensi alam kota Malang telah menarik banyak wisatawan lokal
maupun mancanegara. Dengan pemandangan alam yang indah dan cuaca yang
sejuk, rindang, dan asri, situs peninggalan Belanda kuno ini memiliki daya tarik
tersendiri. Destinasi wisata dan tempat berbelanja baik tradisional maupun
modern tersebar di berbagai daerah. Karena objek wisata ini, kota Malang

memiliki banyak penduduk.

Sebagian besar orang yang datang ke kota ini adalah orang-orang dari luar
Jawa yang tujuan utamanya datang untuk pendidikan. Beberapa permasalahan
utama yang saat ini hadir adalah: kemacetan yang berulang dan kondisi jalan yang
rusak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota Malang. Akibatnya,
sebagian besar operasional terhenti, dibantu oleh pandemi yang terus menyebar ke
beberapa daerah, termasuk kota Malang sendiri. Untuk itu judul diangkat dalam
penelitian ini terkait “Peranan Bappeda dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah

Kota Malang”
1.2 Rumusan Masalah

Melalui pemaparan diatas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan

infrastruktur daerah Kota Malang?

2. Apa kendala dan dukungan peran Bappeda dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur kota Malang?



1.3 Tujuan Penelitian
Dengan permasalahan diatas sehingga riset berikut memiliki tujuan:

1. Mengetahui peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan

infrastruktur daerah kota Malang?

2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung peran Bappeda
dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di kota Malang?

1.4 Kegunaan Penelitian

Riset berikut mempunyai kegunaan seperti yang diuraikan oleh penulis dibawwah
ini:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diantara fungsi guna yang bisa diharapkan secara teoritis pada penulis
skripsi ini ialah sebagai pengembangan karya intelektual, juga mengaplikasikan
kajian ke praktek langsung selama masa studi dan perkembangan pengetahuan

pada pembuatan karya ilmiah.
2. Kegunaan Praktis
Adapun fungsi guna dengan cara langsung ialah:

1. Sebagai sumbangsih konseptual untuk melakukan perencanaan pembangunan

infrastruktur daerah

2. Bagi penulis sendiri, riset berikutnya diharapkan memberikan tambahan ilmu

dan pengalaman untuk melaksanakan riset.
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